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ABSTRAK

Semakin berkembang dan majunya cara berpikir manusia pada dewasa ini
menyebabkan kebutuhan hidup semakin komplek, terutama menyangkut saran yang di
capai untuk mencapai segala keinginan mercka. Salah satu sarana yanp i gunakan
untuk mencapai keinginan manusia adalah jasa PT. Pos Indonesia (Persera) dalam
pengiriman barang, dimana pada saat pengirfiman barang ini tegadi peganjian
pengiriman barang antara pengpuna jasa dengan PT. Pos Indonesia (Persero). Memang
pengaturan secara terperinci tenfang perjanjian pengiriman boarang/paket pos (biasa)
belum ada, tetapi perjanjian ini berkembang dalam masyarakat dan arus pengiriman
barang ini melalui jasa PT. Pos Indonesia (Persern} Cabang Padang banyvak terjadi
Berdasarkan permasalghan  yang ada maka dapat penulis tarik judul yaitu
PELAKSAMAAN PERJANJIAN PENGIRIMAN PAKET POS (BIASA) ANTARA
PENGGUNA JASA DENGAN PT. POS INDONESIA (PERSER(O) CABANG
PADAMNG.

Berdasarkan tema vamg telah penulis temukan maka terdopatlah beberapa
permasalahan yang akan penulis jabarkan lebih lanjul yaitu @ Pertomer, Bagaimanakah
Pelaksanaan Perjanjian Pengiriman paket pos (biasa) Antara Pengpuna lasa Dengan PT.
Pos Indonesia {persero) Cabang Padang. Kedua, Seberapa jauh Tangpung Jawab PT.
Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang Terhadap Kiriman Paket Pos Yang Rusak Atau
Hilang. Ketiga, Bagaimanakah Cara Penyelesaian Sengketa Antara PT. Pos Indonesia
{Persero} Cabang Padang dengan Pengpuna Jasa Untuk menjawab permasalaban di atas
di perlukan suatu metode vang tepat, di dalam bal ini adalah metade yuridis sosiolegis
fempiric) yekni pendekatan terbadap masalah dengan melibat nomma hukum yang
berlaku, di hubungkan dengan fakta-fakta yang ada di dalam permasalahan yang &
temul,

Pelaksanaan perjanjian pengiriman paket pos (biasa) antara pengguna jasa dengan
PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang di nilai lebth menguntunghkan prhak P'T.
Pos Indonesia {Persern) karena hak dan kewajiban pengpuna jasa dalam perjanjian
pengiriman barang tidak scimbang dimana skibatnya ada tetapi persyaratannya tidak
ada dicantumkan secara tulisan. Tanggungjawab PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang
Padanp terhadap kiriman paket pos yang rusak atau hilang adalah dengan memberikan
panti kerugian sesuai dengan nilai barang dan lavanan vang di gunakan, Cam
penvelesaian sengketa antara PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang dengan
pengeuna jasa denpan pemberion ganti kerugian kepada pengguna jasa dan apabila
penpguna jasa tidak puas dapat melakukan penyelesaizn kepada Dadan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui pengadifan.



BABI

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Semakin berkembang dan majunya cara hemikir manusia pada dewasa ini
menyebabkan kebutuhan hidup semakin komplek, terutama menyvangkut sarana
vang di gunakan untuk mencapai sepala keinginan mereka. Salah satu sarana
vang digunakan untuk mencapai keinginan manusia ilu adalah jasa PT. Pos
Indonesia (Persero),

Penyelenparaan PT. Pos Indonesia (Persero) penting untuk kelancaran
berkomunikasi dan terutama sekali mengenal penpiriman paket bagi manusia
secbagal insan sosial dan kegiatan masvarakat. Arus petukaran barang dar suatu
tempat ke tempat lwin menjadi lebih mudabh dan cepat sehinpga dapat
menunjang pembangunan nasional dan mempelancar hubungan ckonami di
antara masyarakal,

Pelayanan oleh PT, Pos Indonesia (Persern), di kelola oleh suaiu badan
vang merupakan Badan Usaha Milik Nepara (BUMN) vang di kenal dengan
Perum Pos dan Gire yang sckarang diobah menjadi PT, Pos Indonesia { Persero).
Badan ini berfujuan memberikan pelavanan entuk  memenehi  kehutuhan
masvarakat dan pemerintah.

Berdasarkan Paszl 8 ayat (2) Peraturan Pemerntah No 37 Tahun 1985
Tentang Penyelengparaan Pos vang berbunyi

“lenis-jenis pelavanan yang di selenggarakan oleh perum untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat dan pemerintah meliputi



!. Pelayanan pokok yaity pelayanan vang mencakup penginman
suratpos,paket pos. wesel pos dan cek pos;

Z. Pelayanan tambahan yaitu pelayanan yang di selengarakan di samping
penyelenggaraan pelayanan pokok:

4. pelayanan khusus yaitu pelayanan yang secara khusus di berikan pada
pelavanan pokok atas permintaan pengiriman dun penerimaan:

4. Pelayanan keagenan yaitu pelayanan yang di sclenggarakan oleh perum
unlu.?. : fcpcntinggan pibak tertentu denpan menerima upah atau
provisi™,

FT. Pos Indonesia (Persero) dewasa ini memang sangat di hutubkan oleh
semua lapisan masyarakat, untuk it di perlukan peningkatan dan perluasan jasa
pos sehingga dapat lebih mendukung pembangunan nasional di seluruh wilayah
Indonesia. Sejalan dengan perkembangan pembangunan di segala bidang pads
umumnya dan khususnya di bidang eckonomi juga semakin di butuhkan
keberadasnnya, salah satunya adalah jasa PT, Pos Indonesia (Persero) dalam
pengirimanlaket pos {hi::';:aj.

Pada dasamyas penyelenggaraan pos dilaksanakan demi kepentinggan
umum dan bertujuan menunjang pembangunan nasional di selenggarkan oleh
negara, yang kemudian wewenang pengusahaanya dilimpahkan kepada PT.Pos
[ndonesia (Persero}.  merupakan  satu-satunya  badan  yang di  tugasi
menyelengparakan pelayanan surat, warkat pos dan kartu pos. PT.Pos Indonesia
(Persero) juga menyelenggarakan pelayanan sural pos jenis tertentu, paket dan
uang, hasil serupa dapat juga dilakukan oleh badan usaha lainnya vang telah
mendapat izin berdasarakan peraturan perundang-undangan yang berlaku'. PT.

Pos Indonesia {Persero) dalam menjalankan tugasnya sebagai jasa pengiriman

" Emnira S, 1996, Timiauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Uriwk Memperoleh
Nomor Po. Box ikotok pos) Antara Harian umum Halvoe Dengan Kantor Betar [ Pox Dan
Ciirn Cabang Podeng, Skeipst Fakultas Hokum Universitas Andalas, Padang, him 3.
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BARB TV

FPENUTLF

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dalam penulisan skripsi ini, penulis
akan memberikan beberapa kesimpulan dan saran-saran puna merangkumkan kembali
pembahasan yang di kemukakan dalam batasan-batasan rusng lingkup judul skripsi ini.
A. KESIMPULAN

I. Pelaksanaan perjanjian pengiriman pakel pos antara pengguna jasa dengan PT.
Pos Indonesia (Persero) Cabang Padanp tidak seimbang hanya menguntungkan
pihak PT. Pos Indonesia {Persero} Cabang Padanpg dan merugikan pihak pengguna
jzsa, Dimana dalam perjanjian pengiriman paket pos (biasa) hanva menyebutkan
zkibat dari kelalaizn konsumen dalam hal pengepakan paket pos saja sedanpkan
syarat-syarat  pengepakan  tidzk  di cantumkan  sehingga  konumen  tidak
menpetahuinya. Kerupizn yang terjadi akibat pengepakan tersebut tidak di
tangguny oleh PT. Pos Indenesia (Persero) Cabang Padang tetapi akibatnya di
tanggung oleh pengguna jasa.

2. Tanggung jawah PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang terhadap kiriman
paket pos vanp rusak den hilang skibat kalalaian PT. Pos [ndonesia (Persero),
dimana tanggung jawab ini di laksanakan dengan pemberian ganti kerugian baik
selurubi maupun sebagian terhadap paket pos wang rusak atau hilang sesuaj
dengan kerusakan atau kehilangannya dan layanan paket pos yang di gunakan.
Apabila pengguna jasa hanya mengpunakan layanan Harga Tanggungan Ongkos
Kinm (HTOK) maka ganti kerugian hanya di berikan sebesar 10 kali ongkos
kirim dari nilai harang yang hilang atau rusak yang mana hal ini sangat merugikan

pihak konsumen.
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